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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON,  Tempat/tanggal  lahir:  Madiun/05  November  1981,  Umur  42

tahun, NIK 3519120501810002, Agama Islam, Pendidikan

SLTA,  Pekerjaan  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN MADIUN, Sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/07 Februari 1981, Umur 43 tahun,

NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx,

semula  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  MADIUN,

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx  xx  xxxxxxx

xxxxxxxx  xxxxxxxxx  sekarang  tidak  diketahui  tempat

tinggalnya  yang  jelas  di  wilayah  Republik  Indonesia;

Sebagai Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

bertanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak

dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Kabupaten  Madiun

dengan  nomor  register:  675/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn  tanggal  24  Juni  2024,

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah

pada  tanggal  10  September  2003  yang  tercatat  pada  Kantor  Urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Agama  Kecamatan  Saradan  Kabupaten  Madiun  sebagaimana  tercatat

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 417/19/IX/2003 tanggal 13 September

2003;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka,

sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa  sejak  menikah  hingga  saat  ini  rumah  tangga  Pemohon

dengan  Termohon  telah  berjalan  selama  21  tahun  9  bulan,  setelah

menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di

rumah Pemohon di KABUPATEN MADIUN, namun pada bulan Juni 2021

Termohon meinggalkan Pemohon tanpa pamit dan hingga saat ini  tidak

diketahui  keberadaannya.  Ba'da  dukhul  dan  sudah  dikaruniai  2  anak

bernama :

Anak Ke : 1 (satu)
Nama : Bagas Indra Irawan
NIK : 3519120808040001
Lahir : Madun, 08/08/2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Diasuh oleh : Pemohon

Anak Ke : 2 (dua)
Nama : Anisa Duwi Aprilia
NIK : 3519125904120001
Lahir : Madiun, 19/04/2012
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTP
Diasuh oleh : Pemohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 antara Pemohon

dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun;  

5. Bahwa, pisah tempat tinggal  antara Pemohon dengan Termohon

tersebut  disebabkan  karena  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon

tanpa  ijin,  namun  hingga  saat  ini  tidak  pernah  pulang,  tidak  pernah

memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah

Republik  Indonesia  sesuai  Surat  Keterangan  Nomor  :

479/02/402.413.14/2024 tanggal 24 Juni 2024;
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6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi

dipertahankan,  oleh  karena  itu  Pemohon  sudah  tidak  bersedia  lagi

beristrikan  Termohon  dan  perceraianlah  satu-satunya  jalan  untuk

mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  semua  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  memohon

kepada Yth.  Ketua Pengadilan  Agama Kabupaten Madiun cq.  Yth.  Majelis

Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu  roj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

3. Membebankan  biaya  yang  timbul  karena  perkara  ini  sesuai  dengan

peraturan yang berlaku;

Subsider : 

- Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Kabupaten  madiun  berpendapat  lain

mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan

menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

menghadap  sebagai  kuasanya  yang  sah  meskipun  menurut  berita  acara

panggilan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut.  Sedangkan

ternyata  bahwa  ketidakhadiran  Termohon  tersebut  tidak  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar

mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Termohon,  namun  usaha

tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui

mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang
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menghadap  ke  persidangan,  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan  bukti  surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  Nomor

3519120501810002  Tanggal  23-03-2021  dari  Kantor  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Madiun,  bermeterai

cukup, bukti P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon

Nomor 417/19/IX/2003 Tanggal 13 September 2003 dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan KUA Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

, bermeterai cukup, bukti P.2;  

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  atas  nama  Termohon  Nomor

479/02/402.413.14/2024  Tanggal  24-06-2024  dari  Kantor  Desa  Tulung

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua

orang saksi, sebagai berikut:

1. SA

KSI 1,umur 41 tahun,  agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat

KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohonkarena saksi adalah tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal denganTermohon namanya TERMOHON; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal

10 September 2003 di KUA Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa

Timur; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  maksud  kedatangan  Pemohon  ke

persidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang

anak; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal

dirumah Pemohon; 
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- Bahwa  saksi  mengetahuikehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis,namun sejak bulan juni

tahun  2021  mulai  goyah  karena  sering  berselisih  dan  bertengkar

yangdisebabkan  Termohon  meninggalkan  kediaman  bersama  tanpa

pamit  dan sekarang tidak diketahui  keberedaanya dengan jelas dan

pasti; 

- Bahwa  tidak,  akibat  dariperselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dantelah putus komunikasi

sejak bulan juni tahun 2021; 

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ,

dan  saksi  pernah  diberi  tahu  oleh  Pemohon  pada  saat  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa  selama  pisah  rumah,  keluarga  Pemohon  sudah  berupaya

mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; 

- Bahwa  saua  sudah  tidak  sanggup  merukunkanPemohon  dan

Termohon; 

2. SA

KSI  2,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxx,  alamat

KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal

10 September 2003 di KUA Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa

Timur; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang

anak; 

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  dirumah

Pemohon; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  maksud  kedatangan  Pemohon  ke

persidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni
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tahun 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang

disebabkan Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit; 

- Bahwa akibat  dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut  Pemohon

dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak 3

tahun lamanya; 

- Bahwa  selama  pisah  rumah,  keluarga  Pemohon  sudah  berupaya

mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan

dan  tidak  membantah,  selanjutnya  Pemohon   telah  mencukupkan  segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan

perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk

mempersingkat  uraian  dalam  putusan  ini,  Majelis  Hakim  cukup  menunjuk

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal  49  ayat  (1)  dan

Pasal  66 ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon

datang  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak

pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang

lain  menghadap sebagai  kuasanya,  meskipun telah dipanggil  secara resmi

dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak

disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Pemohon  agar  rukun  kembali  dengan  Termohon,  sesuai  dengan  maksud
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Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh  karena

Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini

oleh  Pemohon  adalah  bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

suami  isteri  yang menikah pada  tanggal  13  September  2003 lalu,  semula

rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis,

namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya

dan  bahkan  sekarang  Termohon  sudah  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya

dengan jelas;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  tidak  hadir  dipersidangan

namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989,  tentang  Peradilan  Agama yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap

berkewajiban  menghadirkan  saksi  yang  berasal  dari  keluarga  atau  orang-

orang yang dekat;

Menimbang,  bahwa dalam persidangan  Pemohon telah  mengajukan

alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa bukti  P1  adalah  fotokopi  akta  nikah  atas  nama

Pemohon  dengan  Termohon  ternyata  dikeluarkan  dan  ditandatangani  oleh

pejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  Pegawai  Pencatat  Nikah   KUA

Saradan  Kabupaten  Madiun  Provinsi  Jawa  Timur  bermeterai  cukup  dan

sesuai dengan aslinya;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  P2  berupa  Kartu  Tanda

Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai

yang didalilikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa bukti  P3 adalah asli  surat keterangan ghoib atas

nama Termohon yang dikeluarkan oleh pegabat yang berwenang dalam hal ini

Kepala Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Menimabang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat

formil  dan  materiil  alat  bukti  surat,  sehingga  Majelis  Hakim  berbendapat

bahwa  bukti-bukti  tersebut  adalah  bukti  otentik  yang  memiliki  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti antara Pemohon dan

Termohon  terikat  perkawinan  secara  resmi  dan  sah  pada  tanggal  13

September 2003;

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon,

masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara

satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah

pada tanggal 13 September 2003 dan telah dikaruniai 2 anak;

 Bahwa semula rumah tanggal Pemohon dengan Termohon dalam

keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon

telah pisah rumah selama 3 tahun ;

 Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan

Termohon  tanpa  pamit  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  dan

sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;

 Bahwa selama Pemohon dan  Termohon pisah rumah, para saksi

dan  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  telah  berusaha  mendamaikan

Pemohon dengan Termohon ,namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon

telah  pisah  rumah  selama  kurang  lebih  3  tahun  dan  bahkan  Termohon

sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu

pula  Pemohon sudah  dinasehati  agar  bersabar  menunggu  dan  rukun  lagi
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dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon  tersebut  Majelis  Hakim memandang bahwa rumah tangga yang

demikian  ini  nyata-nyata  telah  bertentangan  dengan  tujuan  perkawinan

sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,

tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Pemohon

dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena

mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih

membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan  majelis  hakim  telah

berusaha  menasehati  Pemohon  agar  kembali  rukun  dengan  Termohon,

namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan

kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  alasan-alasan

permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal  116 huruf  (b) Kompilasi  Hukum

Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur’an

surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:  “Dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50  tahun  2009  maka  permohonan  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak

terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  ternyata  ketidak  hadiran  Termohon  tersebut  tidak  disebabkan  oleh

sesuatu  alasan  yang  sah,  maka  berdasarkan  pasal  125  HIR,  perkara  ini

diputus dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  oleh  perkara  ini  berada  dalam  ruang  lingkup

hukum perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89  ayat  (1)  Undang Undang

Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara

ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (  TERMOHON  )  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp880.000,00 ( Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); 

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 28 Oktober

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh

kami   Drs.  Muntasir,  M.H.P.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Abdullah

Shofwandi, M.H. dan Siti Marhamah, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota,

putusan tersebut dibacakan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum,  dengan  dihadiri  oleh   Hakim-hakim  Anggota,  dibantu  oleh  Hary

Marsono,  S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;
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Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.
Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P
dan T

Rp. 20.000,00

c. Redaksi Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan  Isi
Putusan

Rp. 10.000,00

2. Biaya proses Rp. 100.000,00
3. Panggilan Rp. 475.000,00
4. Pemberitahuan  Isi
Putusan

Rp. 125.000,00

5. Penyupahan Saksi Rp. 100.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 880.000,00
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